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P A R E P A R E


PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang 	: 	a. 	bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Parepare sebagai pedoman dan arahan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) Tahun dari Tahun 2005 – 2025;

		b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.





Mengingat 	: 	1. 	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

		2. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
	
		3. 	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

		4. 	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);







		5. 	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);

		6. 	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

		7. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

		8. 	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



		9. 	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

		10. 	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

		11. 	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

		12. 	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

		13. 	Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	: 	PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.

3. Walikota adalah Walikota Parepare.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan berjangka waktu 5 (lima) tahunan pada satuan kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan bersifat indikatif, yang berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan RPJPD.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan perangkat ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bagi yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang disusun  dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah unsur pelaksana  Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan  tahunan daerah dan rancangan APBD serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) RPJPD Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan melalui tahapan RPJMD.


(2) Naskah dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

(1) RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Walikota.

(2) RPJPD disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dan DPRD berkewajiban menjaga konsistensi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD dengan melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Walikota.



BAB IV

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

Sistematika RPJPD terdiri dari :

BAB I 	PENDAHULUAN
a. Latar Belakang;
b. Maksud/Tujuan;
c. Landasan Hukum;
d. Hubungan RPJPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
e. Sistematika Penulisan.

BAB II 	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
a. Kondisi Geografi;
b. Kondisi Hukum dan Pemerintahan;
c. Kondisi Sosial dan Budaya;
d. Kondisi Perekonomian;
e. Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
f. Kondisi Infrastruktur dan Fasilitas Umum.

BAB III 	VISI, MISI DAN NILAI
a. Visi Pembangunan Tahun 2005 – 2025;
b. Misi Pembangunan Tahun 2005 – 2025;
c. Nilai-nilai.

BAB IV 	TUJUAN, SASARAN DAN AGENDA
a. Tujuan Pembangunan;
b. Sasaran Pembangunan;
c. Agenda Pembangunan.

BAB V 	ARAH DAN TAHAPAN
a. Arah Pembangunan
b. Tahapan Pembangunan Daerah dan Skala Prioritas

1. RPJM Ke – 1 (2005 – 2009);
2. RPJM Ke – 2 (2010 – 2014);
3. RPJM Ke – 3 (2015 – 2019);
4. RPJM Ke – 4 (2020 – 2024).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan perencanaan pembangunan daerah, Walikota pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk Tahun Pertama periode Walikota  berikutnya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai  pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun pertama oleh Walikota terpilih.





BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, meme-rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.


Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 Juni 2009

WALIKOTA PAREPARE,

             CAP/TTD

MOHAMMAD ZAIN KATOE


Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

                           CAP/TTD

                ABDUL RAHIM RAUF
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